BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 621 TAHUN 2018

TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL,
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi

Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13,
14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



10.

11.

Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 83);

Berita Acara Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah dan
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Dana
Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
2019;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN

DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN

TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2019.

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp705.376.211.613,97 (tujuh ratus

lima milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sebelas

ribu enam ratus tiga belas koma sembilan puluh tujuh rupiah),
termasuk dalam kelompok tinggi.

Berdasarkan kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU, maka :

a. Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Bantul diberikan setiap bulan
sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD;

b. Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
diberikan setiap melaksanakan reses sebesar 7 (tujuh) kali

uang representasi Ketua DPRD;



c. Dana Operasional Pimpinan DPRD untuk :
1. Ketua DPRD diberikan setiap bulan sebesar 6 (enam)
kali uang representasi Ketua DPRD; dan
2. Wakil Ketua DPRD diberikan setiap bulan sebesar 4
(empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
KETIGA :  Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana
Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibayarkan mulai bulan Januari 2019.
KEEMPAT :  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
KELIMA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2018

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN BUPATI BANTUL,

7 pib-Keépala Bagian Hukum
™ /

' . M. ttd
NIP. 196892081992031007

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
Ketua DPRD Kabupaten Bantul,

Anggota DPRD Kabupaten Bantul,

Kepala BKAD Kabupaten Bantul,

S S

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



